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Wali Kota Bogor
Provinsi Jawa Barat

PERATURAN WALI KOTA BOGOR
NOMOR 12 TAHUN  2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN PROGRAM
JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DI KOTA BOGOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BOGOR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menurunkan tingkat
risiko hilang atau turunnya penghasilan
pekerja akibat risiko sosial, risiko
kecelakaan kerja, kematian, dan risiko hari
tua, serta mendorong kepada pemberi
kerja dan pekerja untuk mengikuti
program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
yang diselenggarakan oleh Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)
Ketenagakerjaan untuk memberikan
perlindungan Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan kepada pemberi kerja
dan pekerja;
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b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan
program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
yang diselenggarakan oleh BPJS
Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud
pada huruf a perlu adanya peran
serta Pemerintah Daerah Kota dalam
penyelenggaraan program Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan di Kota Bogor;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud pada huruf a
dan huruf b perlu menetapkan Peraturan
Wali Kota tentang Penyelenggaraan Program
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kota
Bogor;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4279);

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004
tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4456);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011
tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5256);
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4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993
tentang Penyelenggaraan Program Jaminan
Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 20,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3520)
sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 84 Tahun 2013 tentang Perubahan
Kesembilan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 14 Tahun 1993 tentang
Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial
Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 229,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5472);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013
tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 230, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5473);
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7. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013
tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi
Administratif kepada Pemberi Kerja Selain
Penyelenggara Negara dan Setiap Orang,
Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima
Bantuan Iuran dalam Penyelenggaraan
Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 231,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5474);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015
tentang Penyelenggaraan Program Jaminan
Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5714);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015
tentang Penyelenggaraan Program Jaminan
Pensiun (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 155,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5715);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015
tentang Penyelenggaraan Program Jaminan
Hari Tua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 156,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5716);

11. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013
tentang Penahapan Kepesertaan Program
Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 253,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5473);

12. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1993
tentang Penyakit yang Timbul Karena
Hubungan Kerja;

13. Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 240/PMK.06/2016 Tahun 2006
tentang Pengurusan Piutang Negara;
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14. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 26
Tahun 2015 tentang Tata Cara
Penyelenggaraan Program Jaminan
Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian,
dan Jaminan Hari Tua bagi Peserta Penerima
Upah;

15. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 29
Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran
Kepesertaan, Pembayaran, dan Penghentian
Manfaat Jaminan Pensiun;

16. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 44
Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan
Program Jaminan Kecelakaan Kerja
dan Jaminan Kematian Bagi Pekerja Harian
Lepas, Borongan, dan Perjanjian Kerja Waktu
Tertentu pada Sektor Usaha Jasa Konstruksi.

17. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1
Tahun 2016 tentang Tata Cara
Penyelenggaraan Program Jaminan
Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian,
dan Jaminan Hari Tua bagi Peserta Bukan
Penerima Upah;

18. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10
Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian
Program Kembali Kerja serta Kegiatan
Promotif dan Kegiatan Preventif Kecelakaan
Kerja, dan Penyakit Akibat Kerja;

19. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 11
Tahun 2016 tentang Pelayanan Kesehatan
dan Besaran Tarif dalam Penyelenggaraan
Program Jaminan Kecelakaan Kerja;

20. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 23
Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan
dan Pencabutan Sanksi Administratif Tidak
Mendapat Pelayanan Publik Tertentu
bagi Pemberi Kerja Selain Penyelenggara
Negara;
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21. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 35
Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian,
Persyaratan, dan Jenis Manfaat Layanan
Tambahan dalam Program Jaminan Hari Tua;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG
PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN
SOSIAL KETENAGAKERJAAN DI KOTA
BOGOR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal  1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bogor.

2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
Daerah.

3. Wali Kota adalah Wali Kota Bogor.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota.

5. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang selanjutnya
disingkat Disnakertrans adalah Perangkat Daerah
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga
kerja dan bidang transmigrasi.
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6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Perangkat Daerah
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
penanaman modal.

7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya
disingkat Disdukcapil adalah Perangkat Daerah
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

8. Kecamatan adalah kecamatan di wilayah Daerah Kota.

9. Kelurahan adalah kelurahan di wilayah Daerah Kota.

10. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
untuk selanjutnya disingkat LPMK adalah lembaga atau wadah
yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra lurah
dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan
masyarakat di bidang pembangunan.

11. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
Kelurahan untuk selanjutnya disingkat TP PKK Kelurahan
adalah lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja
pemerintah dan organisasi kemasyarakatan lainnya
yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana,
pengendali, dan penggerak pada masing-masing jenjang
pemerintahan untuk terlaksananya program Pemberdayaan
Kesejahteraan dan Keluarga.

12. Rukun Warga untuk selanjutnya disingkat RW atau sebutan
lainnya adalah bagian dari kerja lurah dan merupakan
lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus Rukun
Tetangga di wilayah kerjanya yang ditetapkan lurah.

13. Rukun Tetangga untuk selanjutnya disingkat RT atau sebutan
lainnya adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah
masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan
dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh lurah.

14. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK
adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan
kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami
kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan
oleh lingkungan kerja.
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15. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM
adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris
ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.

16. Jaminan Hari Tua yang selanjutnya disingkat JHT
adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus
pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia,
atau mengalami cacat total tetap.

17. Jaminan Pensiun yang selanjutnya disingkat JP
adalah jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan
derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli
warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta
memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap,
atau meninggal dunia.

18. Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha,
badan hukum, atau badan-badan lainnya
yang mempekerjakan tenaga kerja atau penyelenggara negara
yang memperkerjakan pegawai negeri dengan membayar gaji,
upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.

19. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima
upah atau imbalan dalam bentuk lain.

20. Kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi
dalam hubungan kerja termasuk kecelakaan yang terjadi
dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja
atau sebaliknya dan penyakit yang disebabkan
oleh lingkungan kerja.

21. Peserta JKK, JKM, JHT, dan JP yang selanjutnya disebut
peserta adalah setiap orang termasuk orang asing yang bekerja
paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia yang telah
membayar iuran.

22. Iuran JKK, JKM, JHT, dan JP yang selanjutnya disebut iuran
adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh peserta
dan pemberi kerja.
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23. Upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan
dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja
kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayar menurut
suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan
perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja
dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa
yang telah atau akan dilakukan.

24. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
yang selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan
adalah badan hukum publik yang dibentuk berdasarkan
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial.

25. Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan adalah kartu tanda
kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang memiliki nomor
identitas tunggal yang berlaku untuk program JKK, JKM, JHT,
dan JP sesuai dengan penahapan kepesertaan.

26. Janda atau duda adalah istri atau suami yang sah menurut
ketentuan peraturan perundang-undangan dari peserta
yang meninggal dunia yang terdaftar sebagai ahli waris
di BPJS Ketenagakerjaan.

27. Anak adalah anak kandung, anak tiri, atau anak angkat
yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan
dari peserta yang meninggal dunia yang terdaftar sebagai ahli
waris di BPJS Ketenagakerjaan.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal  2

(1) Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan untuk mewujudkan
peran serta Pemerintah Daerah Kota dalam pelaksanaan
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
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(2) Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk memastikan setiap
pemberi kerja selain penyelenggara negara wajib
mendaftarkan dirinya dan pekerjanya serta setiap orang
yang bekerja wajib mendaftarkan dirinya sebagai peserta
program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada BPJS
Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

BAB  II
RUANG  LINGKUP

Pasal  3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini:

a. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;

b. peran serta Pemerintah Daerah Kota dalam penyelenggaraan
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;

c. pembiayaan;

d. sanksi.

BAB  III
JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

Pasal  4

a. Setiap pemberi kerja dan pekerja berhak atas Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan.

b. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi JKK, JKM, JHT, dan JP.

c. Pelaksanaan program JKK, JKM, JHT, dan JP sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh BPJS
Ketenagakerjaan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.
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BAB  IV
PERAN SERTA PEMERINTAH DAERAH KOTA

DALAM PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL
KETENAGAKERJAAN

Pasal  5

Dalam rangka memastikan setiap pemberi kerja selain
penyelenggara negara mendaftarkan dirinya dan pekerjanya
serta setiap orang yang bekerja mendaftarkan dirinya
sebagai peserta program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
kepada BPJS Ketenagakerjaan, peran serta Pemerintah Daerah
Kota melalui proses:

a. rekonsiliasi data peserta BPJS Ketenagakerjaan dengan data
Disdukcapil;

b. rekonsiliasi data peserta BPJS Ketenagakerjaan dengan data
DPMPTSP, Kecamatan, dan Kelurahan;

c. edukasi atau sosialisasi kepada masyarakat Daerah Kota;

d. penerimaan formulir pendaftaran;

e. pembinaan pembayaran iuran lanjutan;

f. pemasangan stiker BPJS Ketenagakerjaan;

g. pengawasan kepatuhan pemberi kerja atau badan usaha;

h. pengawasan pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;

i. pencantuman persyaratan perizinan.

Pasal  6

(1) Proses rekonsiliasi data peserta BPJS Ketenagakerjaan
dengan data Disdukcapil sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 huruf a untuk mendapatkan data penduduk
usia pekerja yang belum memiliki Nomor Aktif Peserta
BPJS Ketenagakerjaan.
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(2) Proses rekonsiliasi data peserta BPJS Ketenagakerjaan
dengan data DPMPTSP, Kecamatan, dan Kelurahan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b
untuk mendapatkan data izin usaha yang belum memiliki
Nomor Pendaftaran Peserta (NPP) aktif BPJS Ketenagakerjaan.

(3) Proses edukasi atau sosialisasi kepada masyarakat Daerah
Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dilakukan
oleh BPJS Ketenagakerjaan, Kecamatan, Kelurahan, RW, RT,
LPM, dan TP PKK.

(4) Proses penerimaan formulir pendaftaran sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 huruf d dilakukan oleh BPJS
Ketenagakerjaan, Kecamatan, Kelurahan, RW, RT, LPM, dan
TP PKK.

(5) Proses pembinaan pembayaran iuran lanjutan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 huruf e dilakukan oleh BPJS
Ketenagakerjaan, Kecamatan, Kelurahan, RW, RT, LPM,
dan TP PKK.

(6) Proses pemasangan stiker BPJS Ketenagakerjaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f dilakukan oleh
BPJS Ketenagakerjaan bersama-sama dengan Kecamatan
dan/atau Kelurahan dengan format dan bentuk stiker sesuai
standarisasi dari BPJS Ketenagakerjaan.

(7) Proses pengawasan kepatuhan pemberi kerja atau badan
usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g
dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait sesuai dengan jenis
sektor industri.

(8) Proses pengawasan pelaksanaan Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
huruf h dilaksanakan oleh Disnakertrans melalui rekonsiliasi
data JKK, JKM, JHT, dan JP dengan klaim Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan.

(9) Proses pencantuman persyaratan perizinan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 huruf i dilaksanakan oleh DPMPTSP
dan Kecamatan melalui Pelayanan Administrasi Terpadu
Kecamatan (PATEN).



13

Pasal  7

Pemerintah Daerah Kota dapat membentuk tim dalam rangka
pelaksanaan peran serta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB  V
PEMBIAYAAN

Pasal  8

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan penyelenggaraan
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang diatur dalam Peraturan
Wali Kota ini dibebankan pada anggaran BPJS Ketenagakerjaan.

BAB  VI
SANKSI

Pasal  9

(1) Pemberi kerja selain penyelenggara negara wajib:

a. mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta
kepada BPJS Ketenagakerjaan secara bertahap sesuai
dengan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
yang diikutinya; dan

b. memberikan data dirinya dan pekerjanya berikut
anggota keluarganya kepada BPJS Ketenagakerjaan
secara lengkap dan benar.

(2) Data dirinya dan pekerjanya secara lengkap dan benar
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. data pekerja berikut anggota keluarganya
yang didaftarkan sesuai dengan data yang dilaporkan
pekerja yang dipekerjakan;

b. data upah yang sesuai dengan upah yang diterima
pekerja;
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c. data kepesertaan dalam program Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan sesuai penahapan kepesertaan; dan

d. perubahan data ketenagakerjaan.

(3) Perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d
paling sedikit meliputi:

a. alamat perusahaan;

b. kepemilikan perusahaan;

c. kepengurusan perusahaan;

d. jenis badan usaha;

e. jumlah pekerja;

f. data pekerja dan keluarganya; dan

g. perubahan besarnya upah setiap pekerja.

(4) Perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dilaporkan oleh pemberi kerja selain penyelenggara negara
kepada BPJS Ketenagakerjaan paling lambat 7 (tujuh) hari
kerja sejak terjadinya perubahan.

Pasal  10

(1) Setiap orang selain pemberi kerja, pekerja, dan penerima
bantuan iuran yang memenuhi ketentuan peraturan
perundang-undangan wajib:

a. mendaftarkan dirinya dan anggota keluarganya sebagai
peserta kepada BPJS Ketenagakerjaan; dan

b. memberikan data dirinya dan anggota keluarganya
secara lengkap dan benar kepada BPJS Ketenagakerjaan.

(2) Data dirinya dan anggota keluarganya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. data anggota keluarga yang didaftarkan harus sesuai
dengan data yang sebenarnya;
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b. data kepesertaan dalam program Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan harus sesuai dengan penahapan
kepesertaan; dan/atau

c. perubahan data dirinya dan anggota keluarganya.

(3) Perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c
paling sedikit memuat:

a. alamat rumah;

b. jenis pekerjaan; dan

c. jumlah anggota keluarga.

(4) Perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dilaporkan oleh setiap orang selain pemberi kerja, pekerja,
dan penerima bantuan iuran kepada BPJS Ketenagakerjaan
paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya perubahan.

Pasal  11

Pemberi kerja selain penyelenggara negara yang melanggar
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan setiap orang
selain pemberi kerja, pekerja, dan penerima bantuan iuran
yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10
dikenai sanksi administratif berupa tidak mendapat pelayanan
publik tertentu.

Pasal  12

(1) Pengenaan sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan
oleh Pemerintah Daerah Kota atas permintaan BPJS
Ketenagakerjaan.

(2) BPJS Ketenagakerjaan dalam meminta pengenaan sanksi
tidak mendapat pelayanan publik tertentu sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Pemerintah
Daerah Kota.
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(3) Pemerintah Daerah Kota dalam melaksanakan pengenaan
sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu kepada:

a. pemberi kerja selain penyelenggara negara
yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dan setiap orang selain
pemberi kerja, pekerja, dan penerima bantuan
iuran yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a
dilakukan dengan mempersyaratkan kepada mereka
untuk melengkapi identitas kepesertaan Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan dalam mendapat pelayanan publik
tertentu; dan

b. pemberi kerja selain penyelenggara negara
yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dan setiap orang selain
pemberi kerja, pekerja, dan penerima bantuan iuran
yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b dilakukan setelah
mendapat surat permohonan pengenaan sanksi dari BPJS
Ketenagakerjaan.

Pasal  13

(1) Sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu
yang dikenai kepada pemberi kerja selain penyelenggara
negara meliputi:

a. perizinan terkait usaha;

b. Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

(2) Sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu
yang dikenai kepada setiap orang selain pemberi kerja,
pekerja, dan penerima bantuan iuran yang memenuhi
persyaratan kepesertaan dalam program Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan berupa IMB.

(3) Pengenaan sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu
dilakukan oleh DPMPTSP.
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BAB  VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal  14

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Wali Kota  ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 15 Januari 2018

WALI KOTA BOGOR,
Ttd.

BIMA  ARYA

Diundangkan di Bogor
pada tanggal 15 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,
Ttd.

ADE  SARIP  HIDAYAT
BERITA DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN  2018 NOMOR 7 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

DAN HAK ASASI MANUSIA,

Ttd.

N. HASBHY MUNNAWAR, S.H, M.Si.
NIP. 19720918199911001



18




